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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Analisis Pengalihan Hak Garap Berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor:

007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017Pembimbing : Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. Pengalihan

hak garap seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,

pada prakteknya dapat beralih tanpa melalui prosedur hukum yang jelas karena ketentuannya tidak terdapat

di dalam peraturan perundang-undangan tanah yang berlaku sehingga sering menimbulkan sengketa-

sengketa tanah di pengadilan. Pengalihan hak garap dilakukan dengan cara oper alih garapan yaitu si

penggarap awal akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut kepada penggarap

lain. Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 menerangkan tentang

pengalihan hak garap diatas tanah negara yang dikelola oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia di Desa Pamijahan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor yang mana bersifat

tertulis, memiliki dasar hukum, serta berkaitan dengan legalitas status tanah dan perjanjian yang diatur

dalam hukum Indonesia dalam rangka untuk menemukan landasan teoritis mengenai konsepsi hak garap

untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah

yang dilekati dengan hak garap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Pengalihan hak garap berdasarkan Akta Peralihan Garapan

Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 adalah sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang dituangkan dalam akta di bawah tangan

tanpa ada pengalihan kepemilikan tanah karena berupa tanah negara yang mana tidak dapat dialihkan atau

diperjualbelikan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>	

The Analysis of Transferring Rights of Arable Land Based on Deed of Arable Land transferring Number

007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017Counsellor Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. The transfer of

arable rights should be done in accordance by provision of applicable regulations. However, in practice it

can be transferred without going through proper legal procedures because the provisions are not contained in

the prevailing land legislation so that often cause land disputes in a court. The transfer of arable rights is

done by a way of an expropriated which the early owner will receive compensation for the transferred land

to another owner. The Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 explains

about the transfer of arable rights on a state land that is managed by the Ministry of Environment and

Forestry of The Republic of Indonesia in Pamijahan Village, Gunung Sari Sub district, Bogor Regency

which is characterized written, has a legal basis, and relate to the legality of the status of a land and the

agreements set forth in Indonesian law in order to find the theoretical foundation on the conception of arable
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rights for the achievement of the public welfare, legal certainty, and legal protection of the land which is

attached by the arable right. This research uses normative juridical method with the research typology using

explanatory. The transfer of arable rights based on Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED

LOKNA 2 II 2017 is legal under article 1320 of Indonesian civil code based on a written agreement by the

parties set forth in a private deed without any transfer of land ownership due to in the form of state land that

cannot be transferred or traded. 


